
BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 6  I TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang :  bahwa berkenaan dengan berlakunya Peraturan Menteri  Dalam
Negeri Nomor 1 4  Tahun  2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah d a n  Bantuan
Sosial yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Daerah, per lu menetapkan Peraturan Bupati  tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penganggaran ,  P e l a k s a n a a n  d a n  Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah d a n  Ban tuan  Sosia l  y a n g  bersumber d a r i  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten To j o  U n a -Una d i  Prop ins i  Sulawesi  Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4342);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana te lah d iubah  terakh i r  dengan
Undang-Undang Nomor 9  Tahun  2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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3. P e r a t u r a n  Pemerintah N o m o r  5 8  Ta h u n  2 0 0 5  t en tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta h u n  2005  Nomor 140,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. P e r a t u r a n  Menter i  Da lam Negeri Nomor  1 3  Ta h u n  2006
tentang P e d o m a n  P e n g e l o l a a n  K e u a n g a n  D a e r a h ,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21  Ta h u n  2011  tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

5. P e r a t u r a n  Menter i  Da lam Negeri Nomor  3 2  Ta h u n  2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dar i  Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 4  Ta h u n  2016  tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Da r i  Anggaran. Pendapatan d a n  Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
541);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI  TENTANG PERUBAHAN K E D U A ATA S
PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG TATA
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.



-3 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor
24 Tahun 2011 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban d a n  Pe laporan  s e r t a
Monitoring d a n  Evaluas i  H i b a h  d a n  B a n t u a n  Sos ia l  y a n g
bersumber d a r i  Anggaran Pendapatan d a n  Be lan ja  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Tojo U n a -Una Nomor  2 4  Ta h u n  2 0 11  t e n t a n g  Ta t a  c a r a
Penganggaran, P e l a k s a n a a n  d a n  P e n a t a u s a h a a n ,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah d a n  Ban tuan  Sosial  y a n g  bersumber d a r i  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dini la i  dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan y a n g  berhubungan dengan h a k  d a n
kewajiban daerah tersebut.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat A P B D  a d a l a h  r e n c a n a  keuangan  t a h u n a n
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  y a n g  selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepa la  sa tuan  k e r j a  pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
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5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/barang.

6. T i m  Anggaran Pemer intah D a e r a h  y a n g  se lan jutnya
disingkat TA P D  a d a l a h  t i m  y a n g  d i b e n t u k  dengan
keputusan kepala daerah d a n  d ip impin  o leh  sekretaris
daerah y a n g  m e m p u n y a i  t u g a s  m e n y i a p k a n  s e r t a
melaksanakan kebi jakan kepa la  daerah d a l a m  rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdir i  dan pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

7. Rencana Ker ja  d a n  Anggaran PPKD y a n g  selanjutnya
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum
Daerah.

8. Rencana Ker ja  d a n  Anggaran SKPD y a n g  selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran
SKPD.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan
anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara
Umum Daerah.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan d a n  belanja set iap SKPD y a n g  digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

11. Hibah ada lah pemberian uang/barang a t a u  j a s a  d a r i
pemerintah d a e r a h  k e p a d a  pemer in tah  p u s a t  a t a u
pemerintah daerah lain, Badan Usaha Mil ik Negara/Badan
Usaha M i l i k  Daerah, Badan,  Lembaga d a n  organisasi
kemasyarakatan yang berbadan h u k u m  Indonesia, yang
secara spesifik te lah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan t idak mengikat, serta t idak secara terus
menerus y a n g  b e r t u j u a n  u n t u k  m e n u n j a n g
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
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12. Bantuan s o s i a l  a d a l a h  pember ian  b a n t u a n  b e r u p a
uang/barang dan pemer in tah  daerah kepada indiv idu,
keluarga, kelompok dan/a tau  masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan  selekti f  yang bertujuan
untuk mel indungi d a n  kemungk inan  ter jadinya resiko
sosial.

13. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, kr is is ekonomi,
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang j ika
tidak diber ikan belanja ban tuan  sos ia l  a k a n  semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

14. Naskah Perjanjian H ibah  Daerah selanjutnya disingkat
NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dan
Anggaran Pendapatan d a n  B e l a n j a  D a e r a h  a n t a r a
pemerintah daerah dengan penerima hibah.

15. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
16. Pemerintah D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i

Penyelengara Pemerintahan D a e r a h
pelaksanaan u r u s a n  p e m e r i n t a h a n
kewenangan daerah otonom.

17. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

sebagai u n s u r
yang m e m i m p i n

yang m e n j a d i

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi  sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Hibah dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Badan Usaha Mi l i k  Negara

Daerah; dan/atau
d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang

berbadan hukum indonesia.
(2) Pemberian h ibah  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah d a n
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

atau Badan Usaha Mi l i k
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(3) Pemberian h ibah  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)
ditujukan untuk  menunjang pencapaian sasaran program
dan kegiatan pemerintah Daerah  sesua i  u rgens i  d a n
kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
dengan memperha t i kan  a s a s  k e a d i l a n ,  k e p a t u t a n ,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Belanja Hibah bersifat bantuan yang t idak mengikat dan
tidak w a j i b  s e r t a  h a r u s  d i g u n a k a n  s e s u a i  d e n g a n
persyaratan yang ditetapkan dalam NPHD.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7  berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Hibah kepada pemerintah pusa t  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6  ayat (1) h u r u f  a  diberikan kepada satuan
kerj a d a n  k e m e n t e r i a n /  lembaga p e m e r i n t a h  n o n
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah la innya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huru f  b diberikan kepada
daerah otonom bare hasil pemekaran daerah sebagaimana
diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha M i l i k  Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hu ru f  c diberikan dalam
rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha M i l i k  Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hu ru f  c diberikan dalam
rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah
Daerah dar i  pemerintah pusat  sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf  d diberikan kepada Badan dan
Lembaga:
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk

berdasarkan peraturan perundang-undangan;
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b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan  sosial yang telah
memiliki Surat  Keterangan Terdaftar yang diterbitkan
oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau

c. yang b e r s i f a t  n i r l a b a ,  s u k a r e l a  b e r s i f a t  s o s i a l
kemasyarakatan b e r u p a  k e l o m p o k  m a s y a r a k a t /
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih h i d u p  d a n  s e s u a i  d e n g a n  perkembangan
masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah
pusat dan/atau pemerintah Daerah melalui pengesahan
atau penetapan da r i  p impinan instansi  vert ikal  a tau
kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat ( 1 )  h u r u f  d  d i b e r i k a n  k e p a d a  o r g a n i s a s i
kemasyarakatan y a n g  berbadan h u k u m  yayasan a t a u
organisasi kemasyarakatan y a n g  b e r b a d a n  h u k u m
perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum
dan h a k  asasi  manus ia  sesuai  peraturan perundang-
undangan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
memenuhi kriteria paling sedikit:
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, t idak mengikat atau tidak secara terus

menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah kecuali ditentukan la in  oleh peraturan
perundang-undangan;

c. memberikan ni lai  manfaat bagi pemerintah Daerah dalam
mendukung terselenggaranya f u n g s i  pemer i n tahan ,
pembangunan dan kemasyarakatan; dan

d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
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5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling
sedikit:
a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
b. memiliki surat keterangan domisili dar i  lurah/kepala

desa setempat atau sebutan lainnya; dan
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah

Daerah.
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud da lam Pasal 7  a y a t  ( 6 )  diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:
a. telah terdaftar pada  kementerian yang  membidangi

urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3
tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturanperundang-
undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah
Daerah; dan

c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

6. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 ditambahkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 1 3  berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

(1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi
permohonan tertulis.

(2) SKPD terkait melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan
persyaratan permohonan belanja hibah.

(3) Untuk melakukan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi.

(4) Untuk meyakinkan kelayakan permohonan belanja hibah, Tim
Evaluasi S K P D  d a p a t  melakukan penelit ian d a n / a t a u
peninjauan langsung.
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(4a) Kepala SKPD terkai t  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
menyampaikan has i l  evaluasi berupa rekomendasi kepada
Bupati melalui TAPD.

(5) TAPD m e m b e r i k a n  p e r t i m b a n g a n  a t a s  R e k o m e n d a s i
sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) sesuai dengan Prioritas
dan Kemampuan Keuangan Daerah.

(6) Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan da lam daf tar  nominat i f  calon penerima belanja
hibah.

(7) TAPD melaporkan hasil pertimbangan beserta daftar nominatif
calon penerima belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) kepada Bupati.

(8) Berdasarkan hasi l  evaluasi kepala SKPD d a n  pertimbangan
TAPD, Bupat i  menetapkan persetujuan a tau  menolak daftar
nominatif calon penerima belanja hibah.

(9) Persetujuan B u p a t i  sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (8)
dituangkan dalam bentuk lembar disposisi persetujuan Bupati
dan menjadi  dasar pencanturnan alokasi  anggaran belanja
hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16

(1) Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang berdasarkan
atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran belanja  h i b a h  be rupa  barang/ jasa
berdasarkan atas DPA-SKPD.

(3) B u p a t i  menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran
uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan
Keputusan Bupa t i  berdasarkan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(4) D a f t a r  penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.



-10 -

8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan
Daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
wajib d a n  u r u s a n  p i l i h a n  dengan  memperhat ikan a s a s
keadilan, kepa tu tan ,  ras iona l i tas  d a n  m a n f a a t  u n t u k
masyarakat.

(3) Pemberian belanja bantuan sosial ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.

(4) Belanja b a n t u a n  s o s i a l  k e p a d a  angggota  /  k e l o m p o k
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. individu keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami

keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial,
ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum.

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan keagamaan
dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,
kelompok dan  masyarakat dan kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 52

(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (6) dikecualikan terhadap:
a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 t e n t a n g  Organisas i  Kemasyarakatan, d i a k u i
keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013;
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berdasarkan Staatsb lad 1870 Nomor 64 tentang
Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum

b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum

(Rechtspersoonlijkheid van  Vereenigingen) yang berdir i
sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republ ik Indonesia
dan kons is ten  mempertahankan. N e g a r a  Kesa tuan
Republik Indonesia, t e t a p  d i a k u i  keberadaan d a n
kesejarahannya sebagai  a s e t  bangsa,  t i d a k  p e r l u
melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013;

c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memil ik i  Surat
Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku
sampai akhir masa berlakunya;dan

d. Organisasi Kemasyarakatan yang didir ikan oleh Warga
Negara Asing, Warga  Negara As ing  bersama Warga
Negara Indonesia a t a u  Badan Huku masing yang telah
beroperasi h a r u s  menyesuaikan d e n g a n  ke ten tuan
Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2013 dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

(2) Pada saa t  Peraturan Bupa t i  i n i  m u l a i  ber laku, usu lan
permohonan belanja hibah dan bantuan sosial yang akan di
biayai dari APBD yang telah tahap pembahasan TAPD dan
telah dituangkan. dalam KUA d a n  PPAS tetap mengikuti
ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

10. Ketentuan Pasal 5 3  aya t  (2)  d ihapus,  sehingga Pasal 5 3
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Dihapus.
(2) Dihapus.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan. Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 DeseliArcr 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY


